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TENTANG

UBAHAN ATAS PERATURAN B
Tg%:%ANG ORGANISASI DAN TATA ggg;KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2009

Mcngingat 31

:a. bahwa dengan diundan

UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

ghannya Peraturan Daerah Kabupaten
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
taan serta dalam rangka kelancaran
tBurm dan Bangunan Perdesaan dan
: ; en Kudus, perlu mengubah Peraturan
Bupati Bupati Kudus Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun

2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus;

Kudus Nomor 5 Tahun
Perdesaan dan Perko
pengelolaaan Pajak

Perkotaan di Kabupa

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);



Menetapkan :

6. Peraturan pep,, .
rin
Pcmbqgian Ul‘uaat:h Noma, 38
Pemerintahan aer, °meﬁntaha Tahun 2007 tentang
Kabupaten /Kotq (e, Prnvinsi, da’; antara  Pemerintah,
2007  Nomor 2N Negary n. FCMerintahan Daerah
Indonesia Nomoy 4774, Mbahan . Republik Indonesia Tahun

37): ”
7. Peraturan Pemcﬁn )i Mbaran Negara Republik

Perangkat Daer, ™mor 41 .
2007 Nomor 2 (Lembargy Neg, 1UR 2007 tentang Organisasi

Indonesia Nomor 47 ambahay acha %Cpublik Indonesia Tahun

41): mbar 2
8. Peraturan Menter; B ) an Negara Republik

: .1 Dalam Negg,
Petunjuk Teknjg py.. . VeBH Nomoy 57 ahun 2007 tentang

sebagaimang diub rRANisac;
Nomor 56 Tahunag(;il%ngan Peratyr 88s1 Perangkat Daerah

. an Menteri Dalam Negeri
ten Tl am Cgc
Ment.e 1 Dalam Negeri No tang p erubahan Atas Peraturan
Teknis Penataan mor 57 1
9. Peraturan D o Eanisasi peranglm:lg ey, tatEng Fedu
i aerah Kapy, acrah;
tentang Urusan paten Kudusg Nom 08
Pcrlr)lcrintahan Dacr:}rln ?a%tﬁl};:nte Yang Mergjrad? Lﬁﬁaigan
Ka ua;;flten Kudug Tahun 2008 1\?0 Kudus ( Lembaran Daerah
Daerah Kabupaten gy,q or 3, Tambahan Lembaran
0. Peraturan D '
: tentang Org:r(:ir;ll:zi K;bupate“ Kudus Nomor 14 Tahun 2008
Kudus (Lembarap BI; Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Nomor 14 Tambahap Ezah bupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 116 ); Mmbaran Daerah Kabupaten Kudus

TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN KUDUS.
Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 3
Tahup 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Kudus diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan satu huruf, yaitu huruf
j sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga adalah
UPT Pendidikan Kecamatan.
b. UPT Dinas Kesehatan terdiri dari :
1) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat; dan

2) UPT Laboratorium Kesehatan.



c. UPT Dinas Sogjg]

§ ,Ten
UPT Balai Latihan oro® KoTIR
Keri ’ dan Tr 4 :
&, UPT Dinds Pert erja, ansmigrasi adalah

ik ubungan,
terdiri dari : gan, K°munikasi, dan Informatika
1) UPT Perparkiran; dan
2) UPT Terming],
e. UPT Dinas Kebydg;

yaan dan i
1) UPT Obyek Wisatg gy, dza:msata tordiri dari:

2) UPT Museum K.t'etek

f. UPT Dinas Bj 3
Dava M- Bma Marga) Pengairan i

ya Mineral terdirj darj - » Energi dan Sumber

1) UPT Sarana Alat Berat; dap
2) UPT Pengairan,

g. UPT Dinas Ciptg
Pemadam Kebakaralé‘aw a dan Tatg Ruang adalah UPT

Menengah Produks;j Rokgﬁ?lah UPT Industri Kecil dan

i. UPT Dinas Pertani ;
dari : an, Perikanan dan Kehutanan terdiri

1) UPT Penyuluhan dan Balai Benih Tanaman: dan

2) UPT Pusat Keseha _
Rumah Potong Hev::nn, Hewan, Reproduksi Ternak dan

j. UPT Dinas Pendapatan dan
Pengelol
Daerah, adalah UPT Pelayanan Pajak Dasl. Kevangan

9. Diantara BAB XVI dan BAB XVII disis;
: : kan 1 (satu) BAB b
yaitu BAB XVI A sehingga berbunyi sebapgai bcﬁ{;at: ) -

BAB XVI A
UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH

Pasal 78 A

(1) UPT Pelayanan Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana
tugas tekpx§ Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah dibidang Pelayanan Pendapatan Daerah yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah.

(2) UPT pelayefn:’:ln ?ajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 78 B
(1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah, terdiri
dari :
a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan organisasi UPT Pelayanan Pajak Daerah sebagian
tercantum dalam Lampiran XIV A Peraturan Bupati ini.



Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 78C

) I‘fIZIIJ:lka UPT Pelayanfan Pajak Daerah mempunyai tugas
sanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan

Pen T :
D aegr:i’?.laan Keuangan Daerah di bidang Pelayanan Pajak

(2) Hl)ltlll(k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
cpala UPT Pelayanan Pajak Daerah mempunyai uraian

tugas:

a.

menyusun program kegiatan UPT Pelayanan Pajak Daerah
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan;

menjabarkan  perintah  atasan melalui  pengkajian
Permasalahan dan peraturan yang berlaku agar
pelaksanaan tugas sesuai demgan ketentuan dan
kebijakan atasan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan
Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi di lingkungan
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal;

menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan naskah dinas di
bidang Pelayanan Wajib Pajak dan perizinan reklame
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bahan arahan operasional kegiatan;

menyiapkan rumusan program kegiatan dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja UPT
Pelayanan Pajak Daerah;

melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya
meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang Pajak
Daerah;

melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya
peningkatan mutu, relevansi, serta efisiensi dan efektivitas
dalam manajemen pelayanan pajak daerah;

melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan
akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Pajak Daerah;
melakukan pengembangan dan pemberdayaan peran serta
masyarakat dalam rangka ketaatan pembayaran pajak;

. melakukan koordinasi, pengendalian, pembinaan tenaga

pelayanan pajak daerah;

. melakukan pemantauan pelaksanaan standar pelayanan

minimal bidang pelayanan pajak daerah;



m. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan,
perlengkapan, rumah tangga, administrasi, dan akuntansi
keuangan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang
berlaku;

n. mengelola pelaksanaan administrasi dan pembinaan
pegawai agar berdaya guna dan berhasil guna dalam
melaksanakan tugas;

0. melaksanakan pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak
yang meliputi Pengajuan Pendaftaran Wajib Pajak,
pembuatan  Salinan Surat Pemberitahuan  Pajak
Terhufang/ Surat Ketetapan Pajak / Surat Tagihan Pajak,
Pe{‘SaJuan Pembetulan, Pelayanan pendaftaran Objek
Pajak, Mutasi objek/subjek pajak, Pelayanan permohonan
Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak, Penundaan
pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak,
Penerbitan surat keterangan lunas, Pengajuan Keberatan,
Pengajuan  Pengurangan/  Penghapusan  Sanksi
Administrasi, Pengajuan  Pengembalian  kelebihan
pembayaran Pajak Daerah, Pengajuan Pengurangan pajak
Deerah terutang, Pengajuan Kompensasi, Pengajuan
keberatan sebagai Wajib Pajak, Pengajuan Pembatalan
Su.rat Pemberitahuan Pajak Terhutang/ Surat Ketetapan
Pajak / Surat Tagihan Pajak, Pengajuan penentuan
kembali jatuh tempo, Pencetakan Surat Ketetapan Pajak
Daerah/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan
pelayanan dibidang pajak daerah yang lainnya;

p. melaksanakan pungutan pada semua Wajib Pajak seperti
dalam huruf o dan menyetorkan pada kas daerah
Kabupaten Kudus;

q. menyajikan data dan informasi di bidang pelayanan pajak
daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem
informasi manajemen bidang pelayanan pajak daerah;

r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi
kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui
sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan
penampilan Kerja;

s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai dasar pengambilan kebijakan;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna
kelancaran pelaksanaan tugas; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan.

Bagian Kedua

Pasal 78 D
Kasubbagian Tata Usaha

(1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan  pengendalian dibidang
perencanaan, monitoring, evaluasi, keuangan, umum dan

kepegawaian.



' ’
@) Untuk melaksanakan
(1) Kepala Subbagian 1 &2 S¢bagaim
glan Tatq Usah 8&imana dimaksud pada ayat
a mem u . " p y
Punyai uraian tugas:

a. menyusun pro
Usaha be gram kegiq
I‘dasarkan tan UPT dan Subbagian Tata

sesuai pera hasil evalyasi kegi

serta sumb::!‘eg; tgemndmg~$2a§eﬁm g lrla\aliltj
. pelaksanaan kegiatan-y ang tersedia gscbag?gpcb:;man
. menjabarkan 7

e R p§:nnta§cr atasan melalui pengkajian

pelaksanaan tugas seszmmn yang berlaku agar

kebijakan atasan; ai dengan ketentuan dan

pada

Egisnya, memberikan bg:’tihngn sesuai dengan bidang

maupun tertulis guna k juk dan arahan secara

d. mcnyi.apkan bahan a kelancaran pelaksanaan;
koorc_lmasi dengan Sekrpc la%“"ana.&n konsultasi dan
Seksi di lingkungan Dincmnat’ Bidang, Subbagian dan
Keuangan Daerah baik as Pendapatan dan Pengelolaan
langsung untuk mcﬂdsecam lan_gsung maupun tidak
serta untuk mengev alua:?atkan informasi, masukan,

) rl:sril }ccxii(a yang optimal; permasalahan agar diperoleh

. yliapkan ko s
bidang Pclayanarrl,s;ﬂ- é‘;le&kan dan naskah dinas di
perundang-undangar{ ygzzrageb&?gsarkan peraturan
arahan : ; r sebagai bahan

f menyia:lf:nm:f}r:al e U
rangka pcnyusunzr;l st oo kegiatan dalam
UPT. ggaran Pendapatan dan Belanja

. menyiapk .

g upayyz: ﬁlcarfmﬁhaﬂr;gembmaan dan pengawasan dalam
Pajak Daerah; = pelayanan masyarakat dibidang

h. menyiapkan bahan pengawasan dan pembinaan dalam
:gi}tria It):ntingkatan mutu, relevansi, serta efisiensi dan

. v1 s dalam manajemen pelayanan pajak daerah;

i, menyiapkan bahan pengendalian, pembinaan serta

pengawasan  keprofesionalan  dan akuntabilitas

penyelenggaran pelayanan Pajak Daerah;

menyiapkan bahan pengembangan dan pemberdayaan

peran serta masyarakat dalam rangka taat bayar pajak;

k. meny?apkan bahan  koordinasi, pengendalian,
pembinaan fian pelayanan keprofesionalan tenaga
pelayanan pajak daerah;

]. menyiapkan _bahan pemantauan pelaksanaan standar
pelayanan minimal bidang pelayanan pajak daerah;

m. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan,
perlengkapan, rumah tangga, administrasi, dan
akuntansi keuangan sesuai dengan kewenangan dan
ketentuan yang berlaku;

n. melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan kegiatan
administrasi ~ umum, kepegawaian, kearsipan,
perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, serta
kehumasan dan keprotokolan sesuai ketentuan yang

berlaku guna kelancaran tugas;



o. melaksanajkg
n bi X
pelayanan admin: imbingar,
m : . .
dan peraturan ;;:::f,g“i Perkant?rﬁmsc f“.”g’“;if“““"”
kegiatan ketatayggpq. > “Ndangan yansugé lpckuoman
efektir dan efigian. 8an dapat d; g berlaku agar
18ien; Pat dilaksanakan secara

p. mengusulkan rencan
rimemarsesbaran
, S i et e s
ﬁr:eﬁapkﬁ?lsl:;nh? p;’;yr::lfnan,Laporan Akuntabilitas
erangan Pertanggungiazztli:ln éﬁ:ﬁi?),(mrl{?)pogg

Laporan Pen
UPT; YClcnggaI'B.&n Pemcrintah Dacrah (LPPD)

r. menghimpun, m
informasi dibidagfglgolah dan menyajikan data dan

rangka mendukun pelayanan pajak daerah dalam
manajemen bid € pelaksanaan sistem informasi
s. melaksanaka; ang pelayanan pajak daerah;
prestasi kerja monitoring, evaluasi, dan menilai
berkala melalui ,Sf;;k r:anaap _mgas bawahan secara
cerminan penampilan kg;.’;ﬂalan yang tersedia sebagai
t. membuat laporan ’
- pelaksanaan tuga san
sebagai dasar pengambilan kebij gas kepada ata
u. menyampaikan sar kan;
baiky lisap;lalkan dan pertimbangan kepada atasan
kel maupun tertulis sebagai bahan masukan
guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

v. melaksanakan tugas kedi . .
perintah atasan, g edinasan lain sesuai dengan

Pcl?gadaan barang dan
ekayaan untuk tertib

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 78 E

Kelompok Jabat'an Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
jabatan ~Fungsional —masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 78 F

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

(2) Kelompok
fungsional senior yang

ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga
ditunjuk.

(3) Jumlah jabatan fungsional
(1), ditentukan berdasarkan

sebagaimana dimaksud pada ayat
kebutuhan dan beban ketja.




is dan jenjang jabatgn o
(4 Jeﬁa ayat (1), diatur Bcsu:jn ?;ﬁm Scbagaimana dimaksud
lp;ldangan yang berlaky, gan

Peraturan perundang-
(5) I,cmbimuam tcrhadap peja

ba
t (1), dilakukan : Sebagaimana dimaksud
‘Iiﬁl:ci.lﬂanagy?n yang berlaky, sl dengan Peraturan perundang-

Pasa] |1

peraturan Bupati ini muylaj berlaky, Pada tanggal diundan .

sctiap oran.g.n}cng(*tf\huinya, memerin
Ag;‘;turan Bupati ini dengan Penempatanny,
Iiﬂbupatcn R

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 30 Oktober 2012

MUSTHOFA

i Kudus
g; Oktober 2012

KABUPATEN KUDUS,
istrasi



}{ctcl’angan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
r&—

PERU
BUpy:
2009

BUPATT  kupus
TAI:‘ITJN 2012 TENTANG
AS  PERATURAN
T;El;g[) S NOMOR 3 TAHUN
ANG ORGANISASI DAN
UNIT PELAKSANA
ADA  DINAS DAERAH
N KUbus.

SUBBAGIAN
TATA USAHA

Pertanggungjawaban Kelompok Jabatan Fungsional
Kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT

X/MUSTHOFA
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